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Pembentukan undang-undang selamaini bersifat periodik, tidak mencerminkan perencanaan yang
berkelanjutan, dan tidak efektif. Hal ini tergambar dengan berakhirnya periode masa keanggotaan DPR RI
saat ini maka berakhir pula pembentukan undang-undang, sehingga pembentukan undang-undang periode
selanjutnya dimulai dari awal. Carry over dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 71A
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 hadir sebagai solusinya. Penelitian ini menganalisis mengenai
konsep carry over dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 dan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; implementasi dan
kendala dalam penerapan mekanisme carry over dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 71A
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dari periode masa keanggotaan DPR RI tahun 2014-2019 ke tahun
2019-2024; serta konsep carry over dalam pembentukan undang-undang yang sesuai dengan proses
pembentukan undang-undang yang baik. Hasi| penelitian tersebut bahwa carry over dalam pembentukan
undang-undang berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terjadi dalam hal sudah
pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR RI sebelumnya, dengan
kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD dapat dimasukan ke dalam Prolegnas periode masa keanggotaan
DPR RI selanjutnya. Carry over sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 merupakan
padanan kata untuk RUU luncuran atau luncuran pembahasan yang dikenal dalam penyusunan Prolegnas
tahunan, yang terjadi antar tahun dalam periode masa keanggotaan DPR yang sama. Implementasi carry
over dalam pembentukan undang-undang dari periode masa keanggotaan DPR RI tahun 2014-2019 ke tahun
2019-2024, pada umumnya sama seperti pembentukan undang-undang pada umumnya, yang membedakan
adalah RUU yang dibentuk pada periode masa keanggotaan DPR RI tahun 2019-2024 tidak melewati tahap
penyusunan lagi karena dianggap sudah dijalankan pada periode masa keanggotaan DPR RI tahun 2014-
2019. Kendala dalam penerapan carry over adalah belum tersedianya peraturan pelaksana, konsep carry over
multitafsir, dan politik hukum terkait pembentukan undang-undang yang dinamis. Konsep carry over dalam
pembentukan undang-undang yang sesuai dengan proses pembentukan undang-undang yang baik adalah
carry over dalam pembentukan undang-undang sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik dan politik hukum dalam pembentukan perundang-udangan yang bertujuan untuk
pemenuhan cita hukum. Saran dari penelitian ini hendaknya mekanisme carry over dalam pembentukan
Undang-Undang berdasarkan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dapat disosialisasikan
dengan lebih masif lagi dibentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut
mekanisme carry over serta mekanisme carry over dilaksankan dengan memperhatikan asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan politik hukum dalam pembentukan undang-
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undang yang baik, yang sesuai dengan cita hukum bangsa yang tercermin dalam Pancasila.

...... The law-making process so far has been periodic, does not reflect sustainable planning, and is not
effective. Thisisillustrated by the end of the current period of The Indonesia House of Representatives, so
the law-making processis aso ending, so that the law-making process for the next period starts from
beginning. Carry over of the law-making process according to Article 71A Act No. 15 of 2019 is present as
asolution. This study analyzes the carry-over concept on the law-making process according to Article 71A
of Act Number 15 of 2019 and prior to the enactment of Act Number 15 of 2019; implementation and
constraints on carry over mechanism of the Law-Making Process According to Article 71A Act No. 15 of
2019 of The Indonesia House of Representatives Period 2014-2019 to Period 2019-2024; and carry-over
concept on the law-making process that are in accordance well-law making process. The results of this study
show that the carry-over concept on the law-making process according to Article 71A of Act Number 15 of
2019 occurred in the event that the Inventory List of Problems has been discussed during the previous of
The Indonesia House of Representatives period, with the agreement of the The Indonesia House of
Representatives, President, and/or The House of Regional Representatives, that it can beincluded in the
Prolegnas of the next period of The Indonesia House of Representatives. The carry-over concept on the law-
making process of prior to the enactment of Act Number 15 of 2019, is the equivaent of the launch bill or
launch discussion which is known in the preparation of the annual Prolegnas, which occurs between years
within the same period of The Indonesia House of Representative. The implementation on carry over
mechanism of the Law-Making Process According to Article 71A Act No. 15 of 2019 of The Indonesia
House of Representatives Period 2014-2019 to Period 2019-2024 is generally the same as the formation of
lawsin general, what distinguishesisthe bill that was making during of The Indonesia House of
Representative period 2019-2024, does not pass the drafting stage again because it is considered to have
been implemented during period 2014-2019. Constraints in implementing carry-over include the
unavailability of implementing regulations, the concept of carry-over with multiple interpretations, and legal
politics related to dynamic of law-making process. Carry-over concept on the law-making process that arein
accordance well-law making process are carry over in the law-making process in accordance with the
principles of good statutory formation and legal politicsin the law-making process that aim to fulfill legal
ideals. The suggestion from this research are that the carry-over mechanism of the law-making process
according to Article 71A of Act Number 15 of 2019 can be more massively socialized; a Government
Regulation has been established to regulate further provisions on the carry over mechanism; and the carry-
over mechanismis carried out by taking into the principles of good statutory formation and legal politicsin
the law-making process which are in accordance with the ideals of national law as reflected in Pancasila.



